WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 25TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme
Aparatur Sipil Negara Pemerintal. . Kota
tubuklinggau yang menduduki Jabatan P’impinan
Tinggi Pratama periu didasarkan pada Standar
Kompetensi;

vahwa berdasarkan pertimbangan sebs:gaimana
dimaksud pada huruf & diatas, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang standar kompetensi
jabatan Pimpinan Tingg. Pratama Pemerintah Kota
Lubuklinggau;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (L2mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iadonesia
Nomor 4114);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Managjemen PNS ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomwor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iiidonesia
Nomor 6037);

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu: Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahiin 2014
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Fimpinan
Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu - Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahin 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparstur Sipil
Negara;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 7 Tahun 2013 tentang FPedoman
Penyusunan Standar Kompetensi M:najerial
Pegawali Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR

KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalal: profesi
bagi Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalahh warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seorang PNS dalam susatu satuan kerja organisasi
negara.

.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi

pada Pemerintah Kota Lubuklinggau yang setara dengan jabatan
struktural eselon II.

5. Sistem Merit '



5. Sistem Merit adaleh kebijakan dan manajermnen ASN yang berclasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar,
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, waria kulit,
agama, asal usul. jenis kelamin, status pernikahan, um.ar, atau
kondisi kecacatan.

6. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilaa, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang
spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

7. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilin, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampian, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan
budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai mor:l, emosi
dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabaten untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaxsudkan
sebagai standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap PNS yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan menjaci dasar
penyusunan,/ pengembangan kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
ratama.

Pasal 3

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertujuan untuk
mendukung terwujudnya profesionalisme Pejabat Pimpinar Tinggi
Pratama.

BABII
STANDAR KOMPETENSI
Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud dalam
pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAI3 III



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah
Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 19 Aprd 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,
¢
ey

—

H.S.N.P A PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 19 Bl 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 29



